
 

 
 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                                               NOMOR : 47/M-DAG/PER/9/2009 

  TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN  
DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif 

guna mendorong peningkatan investasi, terkait dengan 
pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam 
negeri dan penanam modal asing, dengan memperhatikan 
kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu 
melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2009 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem 
Penjualan Langsung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, perlu  menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; 

   
Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 

Nomor 86); 
  2. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2966); 

  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3214); 
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  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4844); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1144) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4737); 

  11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
171/M Tahun 2005; 

  12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 
2008; 
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  13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 

  14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan 
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan 
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal; 

  15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang 
Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; 

  16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009; 

  17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 

18. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan 
Sistem Penjualan Langsung; 

   
  MEMUTUSKAN: 
   
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-
DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN 
USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN 
LANGSUNG. 
 

  Pasal I 

  
 
 
 

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 
Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7 
(1) Perusahaan dalam rangka penanaman modal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi ketentuan: 
a. kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai kriteria usaha; dan  
b. batasan kepemilikan modal sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha 
yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan 
persyaratan di bidang penanaman modal. 
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(2) Perusahaan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mempekerjakan paling 
sedikit 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia sebagai Direksi 
dan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia sebagai Komisaris. 

  Pasal II 

  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
           Ditetapkan di Jakarta 

                                pada tanggal 16 September 2009      
 

                                                                        MENTERI PERDAGANGAN R.I., 
 

                                                                   ttd 
 
        MARI ELKA PANGESTU 
 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Departemen Perdagangan R.I. 

 
                        
 Kepala Biro Hukum,  

 
 
 

ttd 
 

WIDODO 
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